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BAB 5 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan 

tujuan hipotesis yang dilakukan dengan analisis regresi linier 

berganda, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran (size) 

pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

laporan keuangan pemerintah daerah. Kemandirian keuangan 

pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Leverage tidak 

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah daerah dan likuiditas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 

 

5.2. Keterbatasan 

Berdasarkan verifikasi sampel dan hasil pengujian terhadap 

hipotesis, maka beberapa keterbatasan atau faktor-faktor yang tidak 

dapat diantisipasi dalam penelitian ini adalah: 

a. Periode penelitian yang digunakan untuk sampel penelitian ini 

hanya sepanjang 4 tahun. 

b. Penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan pemerintah 

daerah di Provinsi Jawa Timur yang telah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan, sehingga hanya memberikan gambaran 
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tingkat pengungkapan pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Timur saja. 

 

5.3. Saran   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, 

maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Memperpanjang periode penelitian agar tren sampel penelitan 

lebih jelas dan menggunakan data laporan keuangan yang lebih 

baru, sehingga dapat memperoleh hasil terkini mengenai praktek 

pengungkapan laporan keuangan oleh pemerintah daerah. 

b. Menggunakan sampel yang lebih banyak untuk meningkatkan 

kualitas hasil penelitian.  

c. Penggunaan variabel lain dapat ditambahkan, misalnya variabel 

tingkat pengungkapan dari sudut pandang politik atau Good 

Corporate Government atau pelayanan publiknya. 

d. Saat penelitian ini dilakukan, telah keluar peraturan SAP yang 

baru sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat membandingkan 

pengungkapan dengan SAP yang lama dengan SAP yang baru. 
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